
 

 
 
 
 
 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 1 TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
Menimbang        : a. bahwa sehubungan dengan telah dibatalkannya ketentuan 

dalam Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, yang 
menyatakan bahwa Penjelasan atas Pasal 124 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, yang mengatur tentang tarif Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi yakni maksimal 2% 
dari NJOP bertentangan UUD 1945, sehingga tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 
 

b. bahwa dengan dibatalkannya dasar pengenaan tarif 
tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, maka dengan serta-
merta tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi pun tidak 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga 
perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa Raperda tentang Perubahan Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi ini telah dilakukan evaluasi 
sebagaimana hasil evaluasi yang ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 
0115/KUM/2017 tanggal 24 Februari 2017, tentang Hasil 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian 

Menara Telekomunikasi; 
 

SALINAN 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi; 
 

Mengingat         : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor  9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan 
Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan 
Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5298); 

 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 
12. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 
77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia 

dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254); 

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 41 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 41 ); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

dan 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :   PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. 
 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 41) 

diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 6 diubah, selengkapnya Pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

”Pasal 6 
 

(1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung 

berdasarkan Tingkat Penggunaan Jasa dikalikan dengan Tarif 
Retribusi. 
 

(2) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan 
dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi 

selama 1 (satu) tahun. 
 

(3) Tarif Retribusi didasarkan pada belanja langsung atas pengendalian 

dan pengawasan menara telekomunikasi, yaitu belanja perjalanan 
dinas dan belanja bahan habis pakai.” 

 
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, selengkapnya Pasal 8 berbunyi 

sebagai berikut: 

”Pasal 8 
(1) Setiap orang atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara 

telekomunikasi wajib membayar retribusi. 

(2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

RPMT = TP x TR 
Keterangan: 
RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

TP  : Tingkat Penggunaan Jasa 
TR  : Tarif Retribusi 
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(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai 
rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang 

terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan 
pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis 

menara tunggal atau bersama, letak geografis, ketinggian menara, dan 
jarak tempuh menara. 

(4) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: 
a. honorarium petugas pengawas; 
b. transportasi; 

c. uang makan; 
d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan 

stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi; 
e. alat tulis kantor; dan 
f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata. 

 
(5) Satuan biaya masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah 
setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.” 
 

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, selengkapnya Pasal 9 berbunyi 

sebagai berikut: 
”Pasal 9 

 

(1) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), 
dapat ditinjau kembali paling lama 3 ( tiga ) tahun sekali. 

 
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 

ekonomi.  
 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.” 

 

Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara. 

 
 

Ditetapkan di Amuntai 

pada tanggal  13 Maret 2017 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

             CAP/TTD 
 
     H. ABDUL WAHID HK 
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Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal  13 Maret 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

      HULU SUNGAI UTARA, 
 

             CAP/TTD 
 
   H. EDDYAN NOOR IDUR  

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  HULU SUNGAI UTARA  

TAHUN 2017 NOMOR 1.- 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (  1,27/2017 ). 
 
 

 
 

 
 
 


